
 
 

 
 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA 
NOMOR 11 TAHUN 2012 

 
TENTANG 

 
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN  

DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA 
 
 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
 
 

BUPATI PENAJAM PASER UTARA, 
 
 
 
Menimbang  : a. bahwa bahwa berdasarkan pasal 110 ayat (1) huruf a  jo. Pasal 111 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah, Retribusi Pelayanan Kesehatan khususnya di Puskesmas 
merupakan salah satu jenis objek Retribusi Daerah; 

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu 
membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di 
Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945; 

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua 
kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

5. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4522); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 5234); 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian 
dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2004 
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam 
Paser Utara Tahun 2004 Nomor 4); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 
tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri E 
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara 
Nomor 6); 

 

 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA 
dan 

BUPATI PENAJAM PASER UTARA 
 
 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI 
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA. 

 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara. 

2. Pemerintah adalah Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden 
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945.  
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3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara 
4. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara. 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. 
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. 
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang 

melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, 
perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan 
usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, 
dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, 
atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi 
kolektif dan bentuk usaha tetap. 

8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang restribusi daerah sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku  

9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit pelaksana 
teknis dinas kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara yang bertanggungjawab 
menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja yang merupakan milik 
Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. 

10. Kepala Puskesmas adalah pejabat tertinggi di Puskesmas yang bertanggung jawab terhadap 
pembangunan kesehatan diwilayah kerjanya. 

11. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu, yang selanjutnya disebut Puskesmas Pembantu 
adalah sarana pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang mencakup bagian wilayah kerja 
puskesmas disesuaikan dengan keadaan setempat dan merupakan bagian integral dari 
puskesmas dalam wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara. 

12. Puskesmas Keliling adalah kegiatan pelayanan kesehatan di luar gedung puskesmas, namun 
masih dalam wilayah kerja puskesmas. 

13. Pelayanan Kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan secara perorangan atau 
berkelompok/bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan 
kesehatan baik perorangan, keluarga, kelompok atau masyarakat meliputi pelayanan 
promotif, preventive, kuratif dan rehabilitatif yang diberikan kepada orang, baik sebagian 
maupun keseluruhan. 

14. Poliklinik Kesehatan adalah satuan fungsional di dalam unit rawat jalan yang melaksanakan 
upaya kesehatan kepada masyarakat baik untuk peningkatan, pencegahan, pengobatan 
maupun pemulihan kesehatan. 

15. Pasien adalah setiap orang yang memerlukan atau mendapatkan pelayanan kesehatan di 
Puskesmas Kabupaten Penajam Paser Utara untuk keperluan peningkatan, pencegahan, 
diagnosa, pengobatan atau pemulihan atas kesehatannya. 

16. Pasien Terlantar adalah pasien yang tidak memiliki sanak keluarga, tidak ada yang mengurus, 
tidak memiliki identitas (Mr. X), kesadarannya hilang dan tidak ada penjaminnya, tidak 
mampu membayar atau kepadanya tidak dapat diidentifikasi untuk data administrasi. 

17. Pasien Miskin adalah pasien yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk 
membayar biaya kesehatannya. 

18. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan 
dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan kesehatan di Puskesmas. 

19. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, 
rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa perlu dilakukan rawat inap. 

20. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan darurat yang harus diberikan 
secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau kecacatan. 
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21. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan di rawat inap dasar yang dilaksanakan di Puskesmas 
Perawatan atau Puskesmas non perawatan dengan visite dokter umum, dokter gigi untuk 
observasi, diagnostik, pengobatan, rehabilitasi medik atau pelayanan kesehatan lainnya 
dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap; 

22. Pelayanan Medis adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh tenaga 
medis dan diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau 
pelayanan lainnya. 

23. Pelayanan Non Medik adalah kegiatan pelayanan Puskesmas yang tidak berhubungan 
langsung dengan pelayanan medik atau pelayanan keperawatan. 

24. Visite adalah kunjungan pemeriksaan dokter terhadap pasien. 
25. Retribusi Pelayanan Puskesmas adalah pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan 

Puskesmas, dengan kata lain retribusi pelayanan kesehatan adalah sebagian atau seluruh 
biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada masyarakat 
sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya. 

26. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi,adalah pungutan Daerah sebagai 
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakandan/atau 
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 

27. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, 
fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 

28. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-
prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 

29. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-
undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut 
atau pemotong retribusi tertentu. 

30. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib 
Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang 
bersangkutan. 

31. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran 
atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah 
dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 

32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan 
retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. 

33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah 
surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena 
jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak 
terutang. 

34. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk 
melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. 

35. Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan Retribusi yang dilaksanakan 
oleh Jurusita Retribusi kepada penanggung Retribusi tanpa menunggu jatuh tempo 
pembayaran yang meliputi seluruh utang Retribusi dari semua jenis Retribusi, masa Retribusi 
dan Tahun Retribusi. 

36. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan 
subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan 
retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.  

37. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah Tambahan 
Penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan 
pemungutan Retribusi.  
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38. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, 
kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan 
perundang-undangan retribusi daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Retribusi 
Terutang, Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil, Surat 
Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Keputusan 
Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan. 

39. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat 
Pemberitahuan Retribusi Terutang, Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan 
Retribusi Daerah Nihil, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, atau terhadap 
pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi. 

40. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Retribusi atas banding terhadap Surat 
Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi. 

41. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, 
dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar 
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi daerah dan/atau 
untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan 
Retribusi daerah. 

42. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang 
dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu 
membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi daerah yang terjadi serta menemukan 
tersangkanya. 

43. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dapat disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri 
Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.  

 

 

 
BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

 

Pasal 2 

(1) Maksud penyelenggaraan Retribusi Pelayanan kesehatan di Puskesmas adalah untuk 
meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas secara optimal, 
profesional dan terjangkau bagi masyarakat dengan pendanaan yang memadai. 

(2) Tujuan penyelenggaraan Retribusi Pelayanan kesehatan di Puskesmas untuk mewujudkan 
derajat kesehatan masyarakat yang optimal di Daerah dengan meningkatnya Pendapatan Asli 
Daerah (PAD). 

 

 

BAB III 

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI 

 

Pasal 3 

Dengan Nama Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Penajam 
Paser Utara, yang selanjutnya disebut Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Puskemas dipungut 
retribusi atas jasa pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat di Daerah. 


